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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR

b.

c.

TENTANG

PENGELOLAAN^ARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu un'sur penting dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan' Daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi
Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik Daerah
diatur dalam Peraturan Daerah;

baliwa berdasarkan pertimbangaii sebagairilana diin^sud pada htinif a,dafl
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada
Pegawai Negeri sebagai Undang^undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 46, Tahun 1999 tentang Pembentukan Pro"vinsi
Maluku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara R.L Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dai) Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara R.L Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara R.L Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.L Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.L Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nemof Tambshan LembamnNegara Republik IndonesigNomor 4844):
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman
Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Bam Dibentuk

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem
InformasiManajemen BarangDaerah; •

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode
Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penilaian Barang Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Saranadan PrasaranaKerjaPemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Pen}'usunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor
3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

dan

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud, dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintahan Daerali adalali penyelenggai'aan urusan pemerintali oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD Kabupaten Halmaliera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor .82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2967);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang
Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

IL Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor3643);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara R.l. Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara R.I.
Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara R.I. Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R.L Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran
Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lemabara Negara R.L Nomor 5265);

20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan
Rumah Negeri;

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Milik Pemerintah;
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6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halinahera Selatan selaku pengelola
barang milik Daerah.

7. Pembantu pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada
pada satuan kerja perangkatdaerah.

8. Satuan Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.

9. Unit keqa adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kendaraan dinas adalah Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Pick Up,

Kendaraan Roda Dua, Bus, Pemadam Kebakaran, Ambulance, Truck dan Alat-alat Berat yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang
Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang
dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

13. Peng^na Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Penyimpan barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,

menyimpan dan mengeluaikan. barang.
15. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas imtuk mengurus barang daerah dalam

proses pemakaian yang ada di setiap satuan keija perangkat daerah/unit keija.
16. Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahun^ pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh
Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.

18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang beijalan
sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang".

19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
20. Penyali^an adalah kegiatan untuk menyaiurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke

unit kerja pemakai.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agai* semua barang milik daerah

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
22. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah

dalam bentuk fisik, administratif dantindakan upaya hukum.
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilaktikan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola

dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fimgsi Satuan Keija
Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa,
pinjam pakai, keqasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

25. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dengan menerima imbalanuang tunai.

26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

27. Keqasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak Iain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan
daerahdan sumber pembiayaan lainnya.

28. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka wakUi tertenUi yang telah disepakati,
uni^ selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta b^gunan dan/atau sarana berikut
fasiltasnya setelah berakhimya jangka waktu.
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29. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.

30. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna
dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut
dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerah.

32. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

33. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah
Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

34. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,
antar pemerintah daerah, atau d^i pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantian.

35. Penycrtaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau
badanhukum lainnya.

36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan barang milik daerah.

38. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektifdidasarkan pada data/fakta yang
obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai
barang milik daerah.

39. Standarisasi sarana dan prasarana keqa Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor,
perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan Iain-lain barang yang memerlukan
standarisasi.

40. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas
dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
' Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

(1)Kepala SKPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi pengelolaan barang milik Daerah dan
dibantu SKPD terkait, menyusun:
a. StandarSaranadan PrasaranaKerjaPemerintahan Daerah;
b. Standarisasi harga.

(2)dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(l)SKPD sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam
penyiisunan Rencana APED.
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(2)Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MiHk Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemehharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada standar Barang, standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan
daerah dan standar harga.

(3)PengeIola melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

(4)Seteiah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Pasal 8

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pengganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif,
transparan/terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan
Pengadaan;

(2)Unit Layanan Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

SKPD;

(4)Sebelum Unit Layanan Pengadaan dibentuk maka pengadaan barang dana jasa dilaksanakan oleh
Panitia Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;

(5)Panitia Pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(6)Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia

Pemeriksa Barang/Jasa.

Pasal II

(1)Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Dalam hal pengadaan barang yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman, pengadaan

barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa milik daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12'

Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekeijaan, membuat
sendiri dan swakelola.

Pasal 13

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh
Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan.

Pasal 14

(l)Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat -Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana
dimaksud dalampasal 13.
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(2)Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran
perhitungan APBD.

Pasal 15

(1)Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah
ueruasarKan peijanjian dan atau pelaksanaan dan sua^a perizinan lerlen^u wajib diserahkan
kepada Bupati melalui Pengelola.

(2)Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan
penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik daerah.

(3)Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan
yang sah.

(5)Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang
Milik Daerah.

(6)Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan
lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 16

(1)Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh penyimpan barang/pengurus
barang ataupejabat yang ditunjuk oiehKepala SKPD;

(2)Penyimpan/pengurus Barang melakukan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah
sesuai peraturanperundang-undangan;

(3)KepaIa Bagian Tata Usaha/Sekretariat selaku atasan langsung pengurus barang/penyimpan barang
bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4)Tata cara penerimaan dan pengurusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2), dan (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(5)Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk,
danselanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola;

(6)Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh
Panitia PemeriksaBarangDaerah (PPBD);

(7)Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pasal 15, dilakukan setelah diperiksa instansi teknls
yang berwenang, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan;

(8)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal" ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Panitia Perfieriksa Barang Daerah sebagaimana dimakstid dalaffi pasat 17 bertiigas memeriksa,
menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang
tertera pada Surat Perintah Keija (SPK) dan/atau Kontrak/Peijanjian dan dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk
pencairan Keuangan.



Pasal 19

(1)Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh Pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat
Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang^arang inventaris disertai dengan berita
acara serah terima dari Atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;

(2)Setiap tahun anggaran Kepala Unit / Satuan Keija wajib melaporkan stock atau sisa barang
kepada Bupati melalui Pengelola.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 20

(1)Status penggunaan barang milik daerah untuk masing-masing SKP'D ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima

kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;
b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud

kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 21

Barang milik daerah dapat dhetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fiingsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak Iain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas pokok dan fiingsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 22

(1)Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah
dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fimgsi
pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang

(2)Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola

Pasal 23

(1)Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati
dikenakan sanksi benipa pembekuan dana pemeliharaan dan/atau bangunan dimaksud.

(2)Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut
penetapan status penggunaannya.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 24

(1)Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fijngsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(2)Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah
mendapat persetujuan pengelola barang.
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Pasal 25

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah bempa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. Keijasama Pemanfaatan;
d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Kedua
Sewa

Pasa] 26

(1)Barang milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan
oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan
Daerah.

(2)Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubali status hukum/status kepemilikan.

(3)Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(5)Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat peijanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya
merauat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam peijanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaransewa, danjangka waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu

penyewaan.

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6)Barang milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut
retribusi atas pemanfaatan/penggunaanbarang tersebut.

(7)Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(8)Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 27

(1)Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan.

(2)Pinjam pakai hanya dapat diberikankepada Instansi Pemerintah.

(3)Pinjam pakai tidak merubah status hukum (memindahtangankan) kepemilikan barang Daerah.
(4)Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat

diperpanjang.
(5)Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan surat pe^anjian yang sekurang-kurangnya

memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam peijanjian;
b: jenis,- luasataujumlahbarang yangdipinjamkan,- danjangkawaktu;-
c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu

peminjaman;
d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6)Pinjam pakai barang milik daerah dapat diberikan kepada alat kelengkapan DPRD dalam rangka
menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(7)Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud padaayat (6), di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Keempat
Kerjasama pemanfaatan

Pasal 28

Keijasama Pemanfaatan Barang MilikDaerah dengan pihaklain dilaksanakan dalamrangka :
a. mcngoptimalkan daya guna dan hasi! guna Barang Milik Daerah;
b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 29

(1)Keijasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk:
Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan surat peijanjian yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. Keijasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan o)eh Pengguna Barang kepada Bupati;

b. Keijasama Pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang;

c. Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2)KeijasamaPemanfaatan atas Barang MilikDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
b dan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetiijuan Bupati.

Pasal 30

(1)Keijasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap
Barang Milik Daerah dimaksud;

b. Mitra Keijasama Pemanfaatan ditctapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta / peminat dan apabila diumumkan 2 x, peserta kurang dari 5 dapat
dilakukan pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis
maupun harga, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus pengembangbiakan /
pelestarian satwa langka, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah
raga dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. Mitra Keijasama Pemanfaatan hams membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum
Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian
keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;

d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Keijasama
Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang
benvenang;

e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Keijasama
Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Bupati.

(2)Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumuman lelang dan Izin Mendirikan Bangunan
dibebankan pada APBD.

(3)Biaya: yang berkenaan dengan penyusunan MoU, surat peijanjian, konsultan Pcrencana, konsultan
pelaksana/pengawas dan pelaksanaan pembangunan dibebankan pada pihak Ketiga.

(4)Selama jangka waktu pengoperasian. mitra Keijasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau
menggadaikan Barang Milik Negara / Daerah yang menjadi obyek Keijasama Pemanfaatan.

(5)Jangka waktu Keijasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak peijanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Bangun Guna Serah

Pasal 31

(l)BangunGuna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan uraum

I irtfi f-1 J... r*
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b. Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna
kepada Bupati;

c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2)Bangim Guna Serah Baiang Milik Daerah sebagaimana dimaksud padaayat(1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetiijuan Bupati.-

(3)Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 32

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna
Serah dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija
Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

(1)Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak peijanjian
ditandatangani.

(2)Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan
sekurang^kurangnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila diumumkan 2 x peserta kurang dari 5,
dapat dilakukan pemilihan langsung/penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun
harga.

(3)Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus
memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahim^ yang besarannya

ditetapkan berdasarkan hasilperhitungan tim yang dibentuk olehpejabat yangberwenang;
b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah;
c. Memelihara objek Bangun Guna Serah.

(4)Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah
harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
daerah.

(5)Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. Pihak-pihakyang terikatdalampeijanjian;
b. Objek Bangun Guna Serah;
c. Jangka waktu Bangun Guna Serah;
d. Hak dan kewajibanpara pihak yang terikat dalam perjanjian;
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6)Izin Mendirikan Bangunanhasil BangunGuna Serah harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.

(7)Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah yang meliputi pembentukan panitia,
pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagaihya dibebankan dalam APBD.

(8)Biaya persiapan (penyusunan MoU, Surat Peijanjian/Kontrak dan lain sebagainya) dan
pelaksanaan Bangim Guna Serah tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 34

(1)Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah
kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat
pengawasan ftmgsional pemerintah;

(2)Tata cara pelaksanaan Bangun Guna Serah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bangun Serah Guna

Pasai 35

(l)Bnngun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dencan ketentuan sebaeai berilaitt
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a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan nmnm
dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;

b. Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerali yang telah diserahkan oleh pengguna
kepada Bupati;

c. Tidak tersedia dana APED untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2)Bangun Serah Guna Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3)Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuM tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 36

Pciietapan status penggunaan Bai'aiig Milik Daerah sebagai hasil dai^i pelaksaii^i Baiigun Sef^
Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
terkait.

Pasal 37

(1)Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak peijanjian
ditandatangani.

(2)Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila diumumkan 2 x peserta kurang dari 5,
dapat dilakukan pemilihan langsung/penunjukan^langsung dengan negosiasi baik teknis maupun
harga.

(3)Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus
memenuhl kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna;
c. Memelihara objek Bangun Serah Guna.

(4)Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Serah Guna
harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
daerah.

(5)Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Objek Bangun Serah Guna;
c. J^gka w^tu Barigun Ser^ Guria;
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam peijanjian;
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6)Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.

(7)Biaya persiapan pelaksanaan BSGyang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian
aset, kajian dan lain sebagainya dibebanl<:an dalam APBD.

(8)Biaya persiapan (penyusunan MoU, Surat Peijanjian/Kontrak dan Iain sebagainya) dan
pelaksanaan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 38

(l)Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati

segera setelah selesainya pembangunan;
b. MitraBangun SerahGunadapatmendayagunakan Barang MilikDaerah tersebut sesuai jangka

waktu yang ditetapkan dalam surat peijanjian;
c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu

diaudit oleh aparat pengawasan fiingsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan
oleh Bupati.

C2)Tata cara pelaksanaan Bant/un Sftrah Oiin« rlitp.fnnVf»n P»arat»«r'»r»
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BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamattan

Pasal 39

(1)Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan
pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2)Pcng^aiian Bafaiig Milik Daerah sebagaimaria; dimaksud padai ayat (1) meliputi:
a. pengamanan administrasi dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB,

dan dokumen lainnya);
b. pengamanan fisik meliputi: pemagaran, pematokan/tanda batas dan tanda kepemilikan;
c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang

milik/dikuasai Pemerintah daerah.

Pasal 40

(l)Barang MilikDaerahberupatanahharus disertifikatkan atasnamaPemerintah daerah,

(2-)Barang Milik Daerah berupabangunan hams dilengkapi dengan bukti kepemilikan atasnama
Pemerintah Daerah.

(3)Barang MilikDaerah selaintanahdan/atau bangunan harus dilengkapi denganbuktikepemilikan
atas nama pemerintah daerah.

Pasal 41

(1)Bukti kepemilikan BarangMilik Daerahwajib disimpandengantertib dan aman.

(2)Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang melalui
Pembantu Pengelola Barang Daerah.

Pasal 42

Barang milik Pemerintah daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pihak manapim dilarang melakukan penyitaan terhadap ;
a. Barang milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga;
b. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan

tugas pemerintahan.

Pasal 44

Tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas
tanah dimaksud apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/alau Badan Pertanahan
Nasional/Kantor Pertanahan atau gugatan ke Pengadilan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 45

(l)Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya.
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(2)PeraeIiharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (DKPB).

(3)Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 46

(1)Pengguna dan atauKuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasilpemeliharaan barang
yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut
kepada pengelola secara berkala;

(2)Pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporansebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan
menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahim anggaran
sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensipemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 47

(1)Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan
oleh Kepala SKPD berdasarkan DPA SKPD.-

(2)Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman
pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Pasal 48

(1)Pengguna d^ ataii Kii^a Pengguna bertaiigguiig jawab iiiituk membuat daft^'KaslI pemeliHafa^
barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil
pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara berkala.

r

(2)PengeIola atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan
barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran
tahun yang bersangkutan.

Pasal 49

(1)Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan
budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib
dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

(2)Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3)Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari
APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 50

Tata cara pelaksanaanpemeliharaan barang Daerahdiatur lebih lanjutdengan PeraturanBupati.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 51

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan barang milik Daerah.

Pasal 52

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 53

(l)Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai
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(2)Penilaian Batang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan hargapasaran umum.

(3)Penilaian barang milik daerah selain tanah. dan atau bai^unan dalam rangka pemanf^tan atau
pemindahtanganan dilakxikan oleh Tim yang ditetapkan oleh pengelola dan dapat melibatkan
Penilai independen bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

(4)Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan
nilai perolehan dan/atau harga pasaran umum dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi
fisik aset tersebut.

(5)Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (3) ditetapkan
oleh pengelola.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 54

(1)Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna / Kuasa Pengguna;
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dilakukan dalam hal Barang Milik
Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang / Kuasa Pengguna.

(3)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik
Daerah akan beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karenasebab-sebab lain.

Pasal 55

(1)Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Pengguna
dan ditetapkan pengelola barang atas nama Bupati.

(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 56

(1)Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang
Milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat
dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2)Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat;(l) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan
surat keputusan dari Pengelola Barang atas nama Bupati.

(3)Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara
dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 57

(1)Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak
sesuai dengan perkembangan telcnologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan
lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.

(2)Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah

mendapat persetujuan DPRD.
b. Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak

memerlukan persetujuan DPRD yaitu:
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- sudah tidak sesuai dengan tata niang wilayah/penataan kota;
- hams dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam

dokumen penganggaran;
- diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- dikuasai Negara berdasarkan iCeputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bemilai lebih dari
Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah
mendapat persetiijuan DPRD.

d. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bemilai sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3)dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
a. penjualan/pelelangan;
b. ruilslag / tukar menukar;
c. hibah;
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(4)Hasil pelelangan / penjualan disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.

(5)Tata cara penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan
dengan PeraturanBupati.

Bagian Kesatu
Penjualan/PenghapusanKendaraan Dinas

Pasal 58

(1)Kendaraan Dinas yang dapat dijual / dihapus terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan
dinas operasional /jabatan dan kendaraan dinas operasional Idiusus / lapangan.

(2)Umur keiid^^fi perdfangail dinas yaiig dapat dihapus adalah minimal 5 (lima) tahliil

(3)Umur kendaraan dinas operasional/jabatan yang dapat dihapus adalah minimal 5 (lima) tahun.
(4)Umur kendaraan dinas operasional khusus/Iapangan yang dapat dihapus adalah 10 (sepuluh)

tahun.

(5)Umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkandenganKeputusanBupati.

Pasal 59

(1)Kendaraan perorangan dinas;yang digunakan oleh pejabat Negara yang telah memenuhi syarat
umur dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatarmya
berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali,
kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

(3)Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 60

(1)Kendaraan Dinas Operasional yang telah memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (3) dapat dihapus / dilelang kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa
keija sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(2)Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk
membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1(satu) kali kecuali
memiliki tenggang waktu 10(sepuluh) tahun.
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(4)Kendaraan Dinas Operasional yang belum berumur 5 (lima) tahun karena rusak berat dan tidak
efisien lagi untuk keperluan dinas dapat dihapus dari Daftar Inventaris.

Pasal 61

Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan yang digunakan Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat dijual
kepada yang bersangkutan yang mempiinyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan minimal
5 (lima) tahim,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).-

Pasal 62

(1)Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang telah memenuhi syarat umur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dan karena rusak serta tidak efisien lagi dapat
dihapus dari Daftar Inventaris.

(2)Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lelang umum /
lelang terbatas.

Pasal 63

(1)Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dan pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60,Pasal 61 dan Pasal 62, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah;

(3)Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga
penjualan / sewa-beli Kendaraan dimaksud dilunasi.

(4)Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya 5
(lima) tahun.

(5)PeIunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.

Pasal 64

(1)Kendaraan PeroranganDinas sebagaimana dimaksud Pasal 59 belum dilunasi,Kendaraan tersebut
masih tetapmilikPemerintah Daerah dan tidakbolehdipindahtangankan;

(2)Selama Kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas,
biayaperbaikandan pemeliharaan ditanggung oleh Pembeli.

(3)Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli
kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penjualan Rumah Dinas

Pasal 65

Bupati menetapkan penggunaah rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/ penetapan status rumah-nimah negeri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 66

Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

(l)Rumah Daerah yang dapat dijual-belikan adalah:
a. Rumah Daerah Golongan 11 yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah

Golongan III;
b. R.umah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual /

dificwa-belikan koDada Pccawai.
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(2)Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sudah mempunyai masa keija 10 (sepuluh) tahun
atau lebih dan belum pemah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapiin dari
Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

(3)Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang
ditetapkan oleh Bupati.

(4)Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.

(5)Riirnah Daerah yang dibatlgiiii di atas tanah yaiig tidak dikiiasai oleh Pemerint^ DSeMi, iriaka
untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut hams diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perindang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

(1)Harga Rumah Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukati oleh Panitia yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

(2)Pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 69

(1)Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun.
(2)Hasil penjualan rumah Daerah golongan III milik Daerah disetorkan sepenuhnya ke KasDaerah.

(3)Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah hargapenjualan / scwabeli atas tanah danataubangunannya dilunasi.

(4)Tata cara penjualaii rumah dirias golorigati III sebagaimana dimaksud da\m. paSal 68 diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
PelepasanHak Atas Tanahdan atauBangunan

Pasal 70

(1)Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan
atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat
diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan cara:
a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
b. Pelepasan dengan tukar menukar /ruislag/ tukar guling.

(2)Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.-

(3)Pelaporan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara
lelang.

(4)Perhitungan perkiraan nilai tanah hams menguntungkan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan nilai obyek pajak dan harga pasaran umum setempat.

(5)Nilai ganti mgi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai / taksiran
yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(6)Ketentuan dalairi pasal ini tidak befl^ii bagi pelepasari hak atas tafiah yang telah ada b'angiinafi
Rumah golongan III di atasnya.

(7)Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 71

(l)Barang daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada Badan
Usaha Milik Daerah dan atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah
mendapat pgrsetujuan DPRD.
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(2)Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim
Penilai Internal dan atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang
penilaian aset.

(3)Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tim Penilai Internal dan atau Lembaga
Independen bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ^at (2) ditet^kan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani
hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

Pasal 73.

(1)Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. tidak tersedia danadalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

(2)Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
a. pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
b. Antar pemerintah daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara / Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
d. Swasta.

Pasal 74

(1)Tukar menukar barang milikdaerah dapatberupa :
a. Tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui

Pengelola;
b. Tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
c. Barangmilik daerah selain tanah dan atau bangunan.

(2)Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah
mendapat persetujuan Bupati sesuai bataskewenangannya.

Pasal 75

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan
hurufb, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertai alasan / pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meneliti dan mengkaji
alasan / pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis,
ekonomis dan yuridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk
menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;

d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan Pasal 57 ayat (2) huruf a dan htmif c
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalatn

Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 76

(l)Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan pertimbangan

kelengkapan data dsnhasil pengkajian Tim intern instansi Benseunabarnnoi
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b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau
bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan
untukmenyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola;
e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Serah Terima Barang.

(2)Tata cara pelaksanaan tukar menukar ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

(1)Tukar menukar antaraPemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah
apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.

(2)Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara Hibah.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 78

(1)Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial,
keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syaxat sebagai berikut i
a. bukan merupakan barang rahasia negara / daerah;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fimgsi dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;
d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 79

(1)Hibah barang milikdaerah berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaarmya direncanakan untuk dihibahkan;
c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati

melalui pengelola barang;
d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal pengadaaimya direncanakan untuk dihibahkan;

(2)Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf d dilakukan oleh Pengelola setelah
mendapat persetujuan Bupati. :

Pasal 80

(1)Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelahmendapatpersetujuan DPRD;

(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf" c dan d yang bermlai di atas Rp.
5.000.000.000»- (lima milyar), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;

(4)Tata cara pelaksanaan Hibah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasai 81

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan dan peningkatan kineija Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.

(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan PeraUiran Daerah.
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Pasal 82

(1)Barang daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada Badan
Usaha Milik Daerah dan/atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah
mendapat persetujuan DPRD.

(2)Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim
Penilai Internal dan/atau dapat dilakukan oleh lembaga independent yang bersertiflkat dibidang
penilaian aset.

(3)Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tim Penilai Internal dan/atau Lembaga
Independent bersertiflkat dibidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI -

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 83

(1)Pengguna dan atau kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah
ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

(2)Pengelola dan atau pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan Barang Milik Daerah dalam
Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.

(3)Penggolongan dan kodefikasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan olehMenteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 84

[
(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah, baik

yang bergerak maupunyang tidak bergerak.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penilaian,
pendokumentasian dan penggunaan barang milik daerah.

(3)Kepala SKPD bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah / barang
inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya.

(4) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada
pengelola melalui SKPD yang mempunyai tugas, pokok dan ftmgsi pengelolaan barang milik
Daerah.

Pasal 85

Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan oleh SKPD yang
mempunyai tugas, pokok dan fungsi pengelolaan barang milik Daerah sebagai pusat inventarisasi
barang milik daerah, bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.

Pasal 86

(1)Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus barang daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk
mendapatkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.

(2) Pengguna barang wajib melaksanakan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk SKPD yang bersangkutan.

(3) SKPD yang mempunyai tugas, pokok dan ftingsi pengelolaan barang milik Daerah sebagai pusat
mventansasi barang milik daerah, bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan sensus barang.
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(4) Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana pada ayat (1), dilakukan dengan cara swakelola
dan/atau penyediabarang / jasa.

(5) Pelaksanaan sensus barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 87

(1)Pengguna / kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
(3)PengeIola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik

Daerah (LBMD).

Pasal 88

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah melalui pendaftaran, pencatatan dan
pelaporan agar diperoleh data yang akurat dilaksanakan Program SIMDA-BIVID (Sistem Informasi
Manajemen Keuangan T)arah - Barang Milik Daerah) sesuai k-etentuan peraturarv perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBTNAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

(1)Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Pengelola
Barang Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas, pokok Han fimgsi
pengelolaan barang milik Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlakii.

(3)Pengawasan' terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati.
(4)Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

(1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang
berada dibawah penguasaannya,

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor /
satuan keija dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dan ayat (2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklaiyuti hasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 91

(l)Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan
pciiggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang
berlaku. ^
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(2)Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pengelola barang dapat memiata
aparat pengawas flingsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan barang milik daerah.

(3)Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola barang imtuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-Tjndangan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas barang
milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 93

(1)Daiam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah, discdiakan biaya operasional yang
dibebankan pada APBD.

(2)Perige"ldlaan bafaiig daerah yaiig iriefigakibatkait pendapataii daii peiiefiiriaati daerah diberikaii
uang perangsang / insentif kepada aparat pengelola barang yang besamya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3)Tunjangan / insentif bagi Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala gudang
dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah diberikan
tunjangan / insentif besamya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 94

(1)Penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dan
mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan.

(2)Pengurus barang yang lalai / mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.

(3)Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang Penyimpan barang atau
bendaharawan barang lalai membuat perhitungan, yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa.

(4)Dalam hal Bendahawan barang meninggal, raelarikan diri atau berada dibawah pengampunan.
lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu)
bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan Tuntutan Pengamanan Barang Daerah.

BAB XV

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 95

(1)Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara
musyawarah atau mufakat oleh Unit Kerja / Satuan Keqa atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)Apabila penyelesman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan
melalui upaya hukum baik secarapidana maupun secaraperdata.

(3)Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro / Bagian Hukum dan
atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.

(4)Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketadialokasikan dalam APBD.

(5)Tata cara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2), (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 96

(1)Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar
ketentiian dalam Peraturan Daerah ini dikenakan. sanksi berupa sanksi administrasi, atau denda
atau ganti rugi.

(2)Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi
dan pembatalan peijanjian.

(3)Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dikenakan
sanksi pembatalan peijanjian atau pembatalan peijanjian.

(4)Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi
pembatalan persetujuan.

(5)Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi
pembatalan persetujuan penyertaan modal.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

(1)Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dikenakan tambahan
sanksi Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-
(limajuta) rupiah;

(2)Selain ketentuan Pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya
paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya;

(3)Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan" yang mengatur »tentang
pengelolaan barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 99

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

: Ditetapkan di Labuha
1 ^pJl

ERA^E

2013
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIALMAHERA SELATAN TAHUN 201^ NOMOR



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAPiERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN2013

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MBLIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintahan Kabupaten Halmahera
Selatan setiap tahunnya terns meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan
dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta
terpadu mengenai Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan banyak memiliki dan menggunakan barang yang
diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun
untuk peiayanan publikserta kesejahteraan masyarakat.

Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar
dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah
yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan
serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah
Daerah dalam mengelola Barang Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta
membantu mengamankan aset Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pengelolaan
Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan menjadi pedoman dan memberikan
landasan hukum yang kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1
angka 2
angka 3
angka 4
angka 5
angka 6
angka 7
angka 8
angka 9
angka 10
angka 11
angka 12
angka 13
angka 14
angka 15

Cukupjelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Rumah Daerah adalah rumah milikdaerah yang terdiri dari :
Rumah Daerah Golongan I yaitu yang disediakan untuk ditempati oleh

pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan
jabatannya (Rumah Jabatan), termasuk rumah daerah yang mempunyai
fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu
kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan dan
laboratorium/balaipenelitian;

Rumah Daerah Golongan 11 yaitu yang tidak boleli dipindahtangankan dari
suatu Dinas ke Dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh
pegawai dari Dinas yang bersangkutan (Rumah Instansi);



Pasal 2

angka 16

angka 17
angka 18
angka 19
angka 20
angka 21
angka 22
angka 23
angka 24
angka 25
angka 26
angka 27
angka 28
angka 29
angka 30
angka 31
angka 32
angka 33
angka 34
angka 35
angka 36
angka 37
angka 38

Pasal 3 ayat(l)
ayat (2)

Pasal 4 ayat(l)

Pasal 5

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)
ayat (5)
ayat(6)
ayat (7)

ayat (8)
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Rumah Daerah Golongan III yaitu rumah milik daerah lainnya yang
disediakan untuk ditempati oleh pegawai negerij dan tidak termasuk
rumah daerah golongan I dan golongan 11. Rumah Daerah golongan III
dapatdijual/disewabelikan kepada pegawai.

Perencanaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyusiman
kebutuhan Barang Daerah dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang
diwujudkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD).
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah pejabat
tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk
mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan
pengeluaran barang Daerah.

: Sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah pemegang
kekuasaan tunggal yang berwenang menetapkan kebijakan,- penggiinaan;
pengamanan, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan serta
pemanfaatan Barang Milik Daerah.

: Kepala Daerah dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah
sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan Barang Milik
Daerah, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi
dan sinkronisasi anfar pengguna.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Penyimpan barang milik daerah adalah pegawm yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

: Pengurus barang milik daerah adaleih pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap unit
keija;

CukuD ielas
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Pasal 6 ayat(l)
ayat (2)

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

ayat (3)

ayat(I)
ayat (2)

ayat (3)
ayat (4)

: Cukupjelas
: Standarisasi sarana dan prasarana keija Pemerintahan Daerah berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 jo Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor U Tahun 2007.

: Cukupjelas

: Cukup jelas
: Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan

spesifikasi serta kualitasnya. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah
adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas Barang Daerah menurut
strata pegawai dan organisasi. Standarisasi Harga adalah patokan harga
satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu
periode tertentu.

: Cukupjelas
: Cukupjelas
Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 10 ayat (1) Cukupjelas
ayat (2) Cukupjelas
ayat (3) Cukupjelas
ayat (4) Cukupjelas
ayat (5) Cukup jelas
ayat(6) Cukupjelas

Pacfll 1 1 ^A MOM* i A My y » y Piilrnn iplnc

ayat (2) Cukupjelas
ayat (3) Cukupjelas

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 15 ayat (1)

Cukupjelas

Cukupjelas

: Cukupjelas
: Cukupjelas

: Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin
Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklaryuti dengan penuangan
dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban (peganjian), hal ini wajib
diserahkan kepada Bupati.

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan peganjian keijasama misalnya dalam
bentuk Ban^n Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Keijasama
dperasi (KSO).

ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukupjelas
ayat (4) Cukupjelas
ayat (5) Cukup jelas
ayat (6) Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) Cukupjelas
ayat (2) Cukupjelas
ayat (3) Cukupjelas
ayat (4) Cukupjelas

Pasal 17ayat (i) Cukupjelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukupjelas
ayat (4) Cukupjelas



Pasal 18 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 19ayat(l)
ayat (2)

Pasal 20 ayat (I)
ayat (2)

Pasal 21 :

Pasal 22 ayat (1)
ayat(2)

Pasal 23 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 24 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 25 huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

Pasal 26 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)
ayat (6)
ayat(7)
ayat (8)

Pasal 27 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
ayat(4)
ayat(5)
ayat(6)
ayat (7)

Pasal 28
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Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukupjelas

: Cukupjelas
: Cukupjelas

: Cukup jelas
: Cukupjelas

Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukup jelas

Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan Barang Daerah kepada
Pihak Ketiga untukjangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa
dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara
berkala.

Cukupjelas
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukupjelas

Pinjam Pakai hanya dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
dan antar Pemerintah Daerah. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat
Peijanjian untuk jangka waktu tertentu tanpamenerima imbalan dan setelah
jangka waktu tersebut berakhir Barang Daerah tersebut dikembalikan
kepada Pemerintah Daerah.
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 29 ayat (1) Cukupjelas
ayat (2) Cukupjelas
ayat (3) Cukupjelas

Pasal 30 ayat (1) Cukupjelas
ayat (2) Cukupjelas
ayat (3) Cukupjelas
ayat (4) Cukupjelas
ayat (5) Cukupjelas



Pasal 31 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 32 :

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 33 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jdas
ayat (4) Cukup jelas
ayat (5) Cukup jelas
ayat(6) Cukup jelas
ayat (7) Cukup jelas

Pasal 34 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas

Pasal 35 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas

Pasal 36 :

Pasal 37 ayat (I)
ayat(2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)
ayat(6)
ayat (7)
ayat (8)

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

-5-

Pasal 39 ayat (1)
ayat (2)

Cukup jelas
Upaya hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap
pengamanan barang daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah
yustisi, seperti aktivitas mengliadapi klaim atau gugatan ataupenyerobotan,
penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap
kepemilikan/penguasaan barang Daerah olehpihaklain.

Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas
ayat(2) ; Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 41 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Barang Daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah
yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang
pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Culoip jelas
Cukup jelas



Pasal 46 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 47 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 48 ayat (1)
ayat (2)

Pasai 49 ayat (I)

ayat (2)
ayat (3)

Pasal 50 :

Pasal 51 ;

Pasal 52 :

Pasal 53 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)

Pasal 54 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 55 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 56 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 57 ayat (1)

ayat (2)
ayat(3)

avat (A")
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: Culcupjelas
: Cukupjelas

: Cukupjelas
: Cukupjelas

: Cukupjelas
: Cukup jelas

: Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai
milik daerah; wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah; sedangkan barang
bersejarah yang dimiliki oieh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat
dipelihara selunihnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau
Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memeiihara
barang bersejarah.

: Cukupjelas
; Yang dimaksud dengan sumbcr lainnya yang sah adalah bantuan dari

Pemerintah Pusat, kompensasi atau partisipasi/bantuan. lainnya yang tidak
mengikat.

Cukupjelas

Cukupjelas
Cukupjelas

: Penilaian Independen adalah lembaga independen ekstemal professional
yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli di bidang
penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti
Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MAPPI),
Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

Penilai internal adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai
Tim Penilai berkualifikasi yang ditetapkan dengan SKKepala Daerah.
Tim Internal terdiri dari Pejabat/Stafyang terkait di bidang mgasnya.

Cukupjelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukupjelas

Cukupjelas
Cukupjelas
Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang,
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

Cukup jelas
Cukupjelas

Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Yang dimaksud berlebih adalah barang-bara'ng yang tidak dibutuhkan lagi
untuk kepentingan Umt Keija/Satuan Kerja;
Cukupjelas
Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan
memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat: bukan
merupakan barang yang sifatnya rahasia, bukan merupakan barang penting
daerah, bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajaf hidup
orang banyak, tidak dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan ttdak
mengganggu tugas-tugas pelayanan umum Pemerintahan.
Culcnn



Pasal 58 ayat (1)
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- Yang dimaksud Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang
dipergunakan oleh Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Waldl Kepala
Daerah).

- Yang dimaksud Kendaraan Dinas Operasional/jabatan adalah kendaraan
yang disediakan dan dipergunakan untiJc kegiatan operasional
perkantoran, diperuntukan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, III, IV dan V.
(Jenis sedan. Jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan
bermotor roda dua).

- Yang dimaksud Kendaran Dinas operasional khusus/Iapangan adalah
kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan
operasional khusus/Iapangan dan pelayanan umum, dipergunakan bagi
pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/Iapangan dan dapat
diperuntukkan bagi antar jemput pegawai. (bus, pemadam kebakaran,
ambulance, truck, alat-alat berat).

ayat (2) Cukupjelas
ayat (3) Cukupjelas
ayat (4) Cukupjelas
ayat (5) Cukupjelas

Pasal 59 ayat (1) Cukupjelas
ayat (2) Cukupjelas
ayat (3) Cukupjelas

Pasal 60 ayat (I) Cukupjelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukupjelas

Pasal 61

Pasal 62 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 63 ayat (1)
ayat(2)
ayat (3)
ayat (4)

ayat (5)

Pasal 64 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)

Pasal 68 ayat (1)
ayat (2)

Pengertian dapat dijual, bukan diartikan hams bisa tetapi bisa ya atau tidak
tergantung pada kesediaan kendaraan pengganti sehingga tidak
mengganggu kelancaran tugas.

: Cukupjelas •,
: Cukupjelas

: Cukup jelas
: Cukupjelas
: Cukupjelas
: Jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkannya Keputusan Bupati.
: Cukupjelas

Cukupjelas
Cukup jelas
Cukupjelas

Cukupjelas

Bupati menetapkan penggolongan rumah dan menetapkan penintukan atas
penempatan rumah tersebut.

Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukupjelas



Pasal 69ayat(l)
ayat (2)
ayat(3)
ayat (4)

Pasal 70 ayat (1)

ayat (2)
ayat(3)
ayat(4)
ayat (5)
ayat (6)
ayat (7)

Pasal 71 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 72 :

Pasal 73 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 74 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 75 :

Pasal 76 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 77 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 78 ayat (I)
ayat (2)

Pasal 79 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 80 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

Pasal 81 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 82 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 83 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
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Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian aset dalambentuk
uang nilai lebih besar dari harga penaksiran, danjika dalam bentuk barang
hams mempakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

Cukup jelas

: Cukup jelas
; Cukup jelas

: Cukup jelas
; Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas



Pasal 84 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas
ayat (4) Cukup jelas

Pasal 85 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas

Pasal 86 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas
ayat (4) Cukup jelas

Pasal 87 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas

Pasal 88 :

Pasal 89ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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ayat (4)

Pasal 90 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

Pasal 91 :

Kepala Unit Keija / Satuan Keija melakukan pengawasan terhadap
bawahan yang mengeloia Barang Daerahdan kepanitiaan yang raendukung
pengelolaanBarangDaerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 92 ayat (I) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas

Pasal 93 ayat (1) Cukup jelas
ayat(2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas
ayat (4) Cukup jelas
ayat (5) Cukup jelas

Pasal 94 ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Penyelesaian

ayat (4)
ayat(5)

Pasal 95 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)

sesuai tugas dan fijngsi dilakukan oleh Bagian Hukum dengan memberikan
bantuan hukum terhadap pengamanan Barang Daer^, sedangkan
penunjukan kepada Lembaga Hukum professional didasarkan kepada
pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang
dilakukan melalui Surat Kuasa dari Gubemur.

Cukup jelas
CukupJelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas



Pasal 96 ayat (1)
ayat (2)

. ayat (3)

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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Pasal 97 : GukAip jelas

Pasal 98 : Cukup jelas

Pasal 99 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR


